
PEMERINTAH   KOTA  SIBOLGA

DINAS PERUMAHAN, RAWASAN
PERMUKIMAN DAN  LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jend. Sudirman, Aek Parombunan SibolgaTelp/fax (0631 ) 21392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAIIAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LIGKUNGAH HIDUP KOTA SIBOLGA

NOMOR : 800/ tL   / PKPLH TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERUMAIIAN, KAVASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA

SIBOLGA

KEPAIA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SIBOLGA

Menimbang   :    a.    bahwa   dalam   rangka   meningkatkan   responsivitas
petugas      pelayanan,       meningkatkan      kepuasaan
masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinelja serta
kualitas   layanan   secara   menyeluruh,   maka   perlu
ditetapkan   Maklumat  Pelayanan   Dinas   Perumahan,
Kawasan  Permukiman  dan  Lingkungan  Hidup  Kota
Sib018a;

b.    Agar       Maklumat       dapat       dipedomani       dalam
penye lenggaraan                  p elayanan                  kepada
masyarakat/pengguna   jasa    layanan,    maka    perlu
ditetapkan      dengan      Keputusan      Kepala      Dinas
Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Lingkungan
Hidup Kota Sibolga;

c.    Bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b,  perlu  menetapkan
Keputusan    Kepala    Dinas    Perumahan,     Kawasan
Permukiman   dan   Lingkungan   Hidup   Kota   Sibolga
Tentang    Maklumat    Pelayanan    Dinas    Perumahan,
Kawasan  Permukimari  dan  Lingkungan  Hidup  Kota
Sibol8a.

Mengingat      :     1.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun
2009   tentang   Pelayanan   Publik   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

2.   Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu
Lintas;

3. Undang-Undcmg ...........



3.   Undang-Undang    Nomor    16    Tahun    1985    Tentang
Rumah  Susun  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1985  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3317);

4.   Undang-Undang    Nomor    4    Tahun     1992    Tentang
Perumahan    dan    Permukiman    (I.embaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  1992  Nomor 23,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5.   Undang-Undang    Nomor    18    Tahun    2008    Tentang
Pengelolaan Sanpah ;

6.    Undang-Undang    Nomor    32    Tahun    2009    Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 96  Tahun  2012  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009
Tentang Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia    Tahun     2012     Nomor    215,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan      Perlindungan      dan      Pengelolaan
Lingkungan Hidup ;

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

10.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan    Perizinan    Berusaha    Berbasis    di
Daerah;

11.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan     Perlindungan     dan     Pengelolaaan
Lingkungan Hidup;

12.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 81  Tahun  2022  Tentang
Pengelolaan   Sampah   Rumah   Tangga   dan   Sampah
sejenis Sampah Rumah Tangga;

13.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun  2020 Tentang
Pengelolaan Sampah Spesifik;

14.  Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang

Pedornan............



Pedoman  Standar  Pelayanan  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;

15.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023
Tentang Alat Penerangan Jalan;

16.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara      Persyaratan      Pengelolaan      Limbah      Bahan
Berbahaya dari Beracun;

17.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara    Penerbitan    Persetujuan    Teknis    dan    Surat
Kelayakan        Operasion al        B id ang       Pengendalian
Pencemaran Lingkungan ;

18.  Peraturan  Menteri dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  1987
Tentang  Penyerahan  Prasarana  Lingkungan,   Utilitas
Umum    dan    Fasilitas    Sosial    Perumahan    Kepada
Pemerintah Daerah ;

19.  Peraturan   Menteri  dalam   Negeri   Nomor   138  Tahun
2017   Tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan   Terpadu
Satu Hntu Daerah;

20.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
pada   Penyelenggaraari   Perizinan   Berusaha   Berbasis
Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

21.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021  Tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan    Yang    Wajib    Memiliki    Analisis    Mengenai
Dampak Ialu    Lintas,  Upaya Pengelolaan  Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau
Surat    Pernyataan    Kesanggupan    Pengelolaan    dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

22.  Peraturan  Daerah  Kota  Sibolga  Nomor  9  Tahun  2009
Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun Nomor 9);

23.  Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor  11  Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN :  .............



MEMUTUSHEN:

Menetapkan       :       KEPUTUSAN      KEPALA      DINAS      PERUMAIIAN,      KAWASAN
PERMURIMAV    DAIN    LINGKUNGjEN    HIDUP    KOTA    SIBOLGA
TENTANG  MAKIJUMAT  PADA  DINAS   PERUMAIIAN,   KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SIBOLGA.

DENGAN  INI  KAMI  SEGENAP JA`JARAN  DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP
MENYATAKAN :

1.  Siap bekeria dengan sungguh-sungguh untuk
melayani dengan hati yang tulus.

2.  Bep.anji  dan  sanggup  untuk  melaksanakan
pelayanan  sesuai  dengan  standar  pelayanan
yang telah ditetapkan.

3.  Siap  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan
kewajiban  dan   akan   melarfukan   perbaikan
secara terus menerus.

4.  Bersedia  untuk  menerima  sanksi  dan/atau
memberikan  kompensasi   apabila  pelayanan
yang diberikan tidak sesuai standar.

KESATU           :   Maklumat  Pelayanan  wajib  dilaksanakan  dan  dipedomani
oleh    Dinas    Perumahan,    Kawasan    Permukiman    dan
Lingkungan    Hidup    Kota    Sibolga    dalam    memberihan
pelayanan kepada pengguna layanan.

KEDUA             :   Pelanggaran      terhadap      Maklumat      Pelayanan      dapat
dikenakan   sanksi   dan   tindakan   administrative   sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA            :   Keputusan   ini   mulai   berlaku   sejak   tanggal   ditetapkan
dengan   ketentuan   apabila   di   kemudian   hari   terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT        :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal   22  oktobe;r       2024
KEPALA DINAS PERUMAIIAN, KAWASAN
PERMUKIIuAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

`NIP;-:;±9841018 201001  1 016


